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ABSTRAK.

Tulisan ini mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi
pengaturan, pengawasan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Pembahasan difokuskan pada dua kategori
kasus yang melibatkan OJK, yaitu kasus perdata dan pidana. Pada aspek perdata, analisis mencakup sengketa
terkait sanksi administratif, pengawasan yang dianggap lalai, serta persoalan perizinan, dengan contoh kasus
pencabutan izin usaha PT Sejahtera Pertama Multifinance akibat pelanggaran ketentuan pembiayaan dan
kesehatan keuangan. Pada aspek pidana, tulisan menyoroti tindak penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan
manipulasi pasar modal, termasuk kasus investasi bodong PT Hanson Internasional Tbk yang melibatkan
manipulasi laporan keuangan dan skema investasi ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa OJK memiliki peran
strategis dalam menjaga stabilitas serta integritas sektor keuangan melalui peningkatan pengawasan, penegakan
hukum, dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, kasus perdata, kasus pidana, pengawasan keuangan, PT Sejahtera Pertama
Multifinance, PT Hanson Internasional Tbk.

ABSTRACT.

This study examines the role of the Financial Services Authority (OJK) as an independent institution responsible
for regulation, supervision, and investigation within Indonesia’s financial services sector. The discussion focuses
on two categories of legal cases involving OJK: civil and criminal cases. In the civil domain, the analysis includes
disputes related to administrative sanctions, alleged supervisory negligence, and licensing issues, illustrated by
the revocation of PT Sejahtera Pertama Multifinance’s business license due to violations of financing and financial
health regulations. In the criminal domain, the study highlights offenses such as fraud, embezzlement, money
laundering, and market manipulation, including the investment fraud case involving PT Hanson International Tbk,
which centered on manipulated financial reporting and illegal investment practices. The findings emphasize OJK’s
strategic role in maintaining financial sector stability and integrity through strengthened supervision, law
enforcement, and consumer protection.

Keywords: Financial Services Authority, civil cases, criminal cases, financial supervision, PT Sejahtera Pertama
Multifinance, PT Hanson International Tbk.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011, dengan mandat utama untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam sektor jasa keuangan. Sektor tersebut mencakup perbankan,
pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, hingga lembaga jasa keuangan lainnya. Pembentukan OJK
bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan melindungi
kepentingan masyarakat.

Peralihan fungsi pengawasan dari Kementerian Keuangan serta Bapepam-LK ke OJK pada tahun 2012-2015
menguatkan posisi OJK sebagai otoritas utama dalam menjaga integritas industri keuangan nasional. Dengan prinsip
independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, serta kewajaran, OJK memikul tanggung jawab besar
dalam mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas keuangan yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu,
OJK tidak hanya berperan dalam pengaturan dan pengawasan rutin, tetapi juga dalam upaya penegakan hukum
melalui kewenangan penyidikan, sebagaimana diatur dalam UU OJK dan diperluas melalui Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam menjalankan kewenangannya, OJK kerap berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum, baik yang
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bersifat perdata maupun pidana. Pada sisi perdata, muncul berbagai sengketa dan gugatan yang berkaitan dengan
keputusan sanksi administratif, tuduhan kelalaian pengawasan, serta permasalahan dalam pemberian izin atau
rekomendasi usaha. Contoh konkret dapat dilihat dari kasus pencabutan izin usaha PT Sejahtera Pertama Multifinance,
yang ditetapkan akibat pelanggaran terhadap ketentuan pembiayaan, tingkat kesehatan keuangan, serta rasio-rasio
penting yang diwajibkan oleh peraturan OJK. Pencabutan izin tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi
juga memunculkan potensi gugatan dari nasabah, kreditor, dan mitra bisnis yang dirugikan.

Sementara itu, pada aspek pidana, sektor jasa keuangan kerap menjadi sasaran tindak kejahatan seperti penipuan,
penggelapan, pencucian uang, hingga manipulasi pasar modal. OJK memainkan peran sentral dalam mendeteksi,
menindaklanjuti, hingga melaporkan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang
menonjol adalah skandal PT Hanson Internasional Tbk yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan skema
investasi ilegal yang dipimpin oleh Benny Tjokrosaputro. Pelanggaran ini mencakup penyajian pendapatan yang tidak
sesuai standar akuntansi, tidak diungkapkannya transaksi penting, serta kegiatan penghimpunan dana masyarakat
secara tidak sah yang merugikan banyak investor.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga
sebagai aktor penting dalam proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Kompleksitas tugas OJK semakin
bertambah seiring berkembangnya teknologi, munculnya produk-produk keuangan digital, dan meningkatnya risiko
kejahatan keuangan modern. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk-bentuk kasus perdata dan pidana yang
melibatkan OJK, serta bagaimana lembaga ini menanganinya, menjadi penting untuk melihat peran strategis OJK
dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.

Pendahuluan ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana OJK menjalankan fungsi pengaturan,
pengawasan, dan penegakan hukum, serta bagaimana peran tersebut berdampak pada industri jasa keuangan secara
keseluruhan. Melalui pemaparan terhadap berbagai jenis kasus dan kewenangan OJK dalam menanganinya,
pembahasan ini menegaskan pentingnya keberadaan OJK sebagai garda terdepan dalam menciptakan sektor keuangan
yang sehat, berintegritas, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat.

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor
jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
lainnya.
Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.
Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan
dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK
pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.
Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi
kepentingan konsumen maupun masyarakat.
Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan
secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga
kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di
sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi
dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
transparansi, dan kewajaran (fairness)
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama
dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga

Jasa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kewenangan kepada
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Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(UU P2SK), telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa
keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyesuaian kewenangan Penyidik OJK berdasarkan UU P2SK, bahwa Penyidik OJK berwenang dan
bertanggung jawab:

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor
jasa keuangan;

b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor
jasa keuangan;

c. melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di
sektor jasa keuangan

d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka
melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara
Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak
pidana di sektor jasa keuangan;

f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
sektor jasa keuangan;

g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa
keuangan yang sedang ditangani;

h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan
bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;

i.  memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan
atau terlibat dalam tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;

j-  meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa
telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;

k. meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat
dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

I.  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di
sektor jasa keuangan;

n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan

o. menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Ringkasan Kasus Perdata dan Pidana yang Melibatkan Otoritas Jasa Keuangan

Kasus perdata yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) umumnya berkaitan dengan sengketa antara OJK
dan lembaga jasa keuangan atau antar-entitas di dalam industri keuangan. Persoalan tersebut sering muncul dalam
bentuk gugatan atas keputusan sanksi administratif, tuduhan kelalaian pengawasan yang berpotensi merugikan
pihak ketiga, serta sengketa terkait proses perizinan atau rekomendasi yang dikeluarkan OJK. Salah satu contoh
kasus signifikan adalah pencabutan izin usaha PT Sejahtera Pertama Multifinance akibat pelanggaran berbagai
ketentuan OJK, termasuk perjanjian pembiayaan, kesehatan keuangan, kualitas piutang, serta rasio ekuitas.
Dampak pencabutan izin ini menimbulkan berbagai tuntutan perdata dari nasabah, kreditor, dan pihak ketiga
lainnya yang merasa dirugikan, termasuk gugatan ganti rugi, tuntutan pemenuhan perjanjian, hingga penuntutan
tanggung jawab direksi atas kelalaian atau pelanggaran hukum.

Kasus pidana yang melibatkan OJK mencakup berbagai bentuk pelanggaran di sektor keuangan, di antaranya
penipuan, penggelapan, pencucian uang, manipulasi pasar modal, serta pelanggaran transparansi dan kepatuhan.
OJK memiliki peran penting dalam mendeteksi pelanggaran tersebut melalui pengawasan dan pemeriksaan,
kemudian meneruskan temuan kepada aparat penegak hukum. Contoh kasus pidana yang menonjol adalah skandal
PT Hanson Internasional Tbk yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, penggunaan metode akrual penuh
yang tidak sesuai standar, serta tidak diungkapkannya transaksi penting kepada auditor. Tindakan tersebut
melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan PSAK 44, serta menyesatkan investor dengan menaikkan
pendapatan perusahaan secara tidak wajar.
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Selain itu, PT Hanson Internasional Tbk terbukti menjalankan praktik investasi ilegal yang memiliki ciri skema
Ponzi, manipulasi harga saham, janji imbal hasil yang tidak realistis, serta pelanggaran izin penghimpunan dana
masyarakat. Rendahnya literasi investor dan adanya kerja sama dengan pihak lain turut memperparah dampak
kasus tersebut. Dalam penyelesaiannya, OJK menjatuhkan sanksi berupa suspensi perdagangan saham, denda
terhadap perusahaan dan Benny Tjokrosaputro, serta pembekuan izin auditor yang terlibat.

Ringkasan ini menunjukkan bahwa peran OJK dalam menangani kasus perdata dan pidana sangat krusial untuk
menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Melalui kewenangan
pengawasan dan penyidikan, OJK berfungsi sebagai garda depan dalam mencegah dan menindak berbagai
pelanggaran yang dapat mengganggu sistem keuangan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis
berbagai kasus perdata dan pidana yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode ini disusun berdasarkan
seluruh isi pembahasan dalam dokumen yang menguraikan peran OJK, landasan hukumnya, serta analisis terhadap
beberapa kasus nyata yang telah ditangani oleh OJK.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber hukum
dan dokumen resmi yang disebutkan dalam file, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, serta keputusan
Dewan Komisioner OJK. Selain regulasi, penelitian ini juga menggunakan data dari laporan resmi OJK, publikasi
pemeriksaan, serta informasi faktual terkait dua kasus utama yang dibahas, yaitu pencabutan izin usaha PT
Sejahtera Pertama Multifinance dan kasus pidana investasi bodong PT Hanson Internasional Tbk.

Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan isi dokumen ke dalam dua kategori utama, yaitu kasus perdata
dan kasus pidana. Untuk kasus perdata, analisis mencakup sengketa sanksi administratif, gugatan akibat kelalaian
pengawasan, serta permasalahan perizinan. Untuk kasus pidana, analisis difokuskan pada penipuan, penggelapan,
pencucian uang, manipulasi pasar modal, serta pelanggaran penyajian laporan keuangan yang ditemukan dalam
dokumen. Seluruh kasus kemudian diuraikan berdasarkan regulasi yang berlaku serta tindakan penyelesaian yang
dilakukan oleh OJK.

Metode penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana OJK menjalankan kewenangannya
dalam pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, sebagaimana dijelaskan
dalam file yang menjadi sumber data utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dokumen, ditemukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran yang sangat
penting dalam pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Dari isi dokumen, dapat
disimpulkan bahwa OJK memiliki kewenangan yang luas sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, serta
Penguatan melalui UU P2SK Tahun 2023, yang memungkinkan lembaga ini melakukan pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan hingga penyidikan terkait pelanggaran pada industri jasa keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berperan dalam pengaturan administratif, tetapi juga terlibat
langsung dalam penyelesaian kasus perdata maupun pidana. Dalam konteks kasus perdata, dokumen memberikan
contoh kasus pencabutan izin usaha PT Sejahtera Pertama Multifinance. Kasus ini memperlihatkan bagaimana OJK
menegakkan aturan terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, seperti pelanggaran
perjanjian pembiayaan, lemahnya kesehatan keuangan, hingga rasio ekuitas yang tidak sesuai ketentuan.
Pencabutan izin ini kemudian menimbulkan konsekuensi perdata berupa kemungkinan gugatan dari nasabah,
kreditor, maupun mitra bisnis yang merasa dirugikan akibat berhentinya kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Pada hasil lain terkait kasus pidana, analisis file menunjukkan contoh kasus PT Hanson Internasional Tbk, yang
melibatkan pelanggaran serius di sektor pasar modal. OJK menemukan adanya manipulasi laporan keuangan,
khususnya terkait pengakuan pendapatan menggunakan metode akrual penuh tanpa pengungkapan transaksi
penting. Temuan ini menunjukkan adanya unsur penipuan dan pengelabuan terhadap auditor serta investor. OJK
kemudian menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan, direksi, dan auditor yang terlibat. Kasus tersebut
juga menggambarkan kecenderungan skema penipuan yang menyerupai Ponzi scheme, manipulasi pasar, dan
pengelolaan laporan finansial yang tidak sesuai dengan ketentuan PSAK maupun UU Pasar Modal.

Secara umum, hasil kajian dalam dokumen memperlihatkan bahwa OJK berperan bukan hanya sebagai regulator,
tetapi juga sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan, pemblokiran rekening, pemeriksaan
dokumen, hingga mengajukan hasil penyidikan kepada kejaksaan. OJK juga terbukti berperan penting dalam
menjaga stabilitas sektor keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan transparansi industri keuangan.
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B. Pembahasan

Pembahasan dari hasil kajian dalam dokumen menunjukkan bagaimana peran OJK dalam menangani kasus perdata
dan pidana sangat terkait dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga ini. Dalam kasus perdata seperti
PT Sejahtera Pertama Multifinance, terlihat bahwa tindakan pencabutan izin bukan hanya bersifat administratif
tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Ketika izin usaha dicabut, perusahaan tidak lagi dapat
menjalankan kegiatan operasional, sehingga nasabah dan kreditor yang sebelumnya terikat kontrak dengan
perusahaan kehilangan kepastian hukum. Kondisi ini membuka ruang sengketa perdata antara pihak yang dirugikan
dengan perusahaan. Pembahasan ini menegaskan bahwa pengawasan OJK tidak hanya fokus pada kepatuhan
lembaga keuangan terhadap regulasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan hukum bagi
konsumen.

Selain itu, pembahasan mengenai kasus pidana PT Hanson Internasional Tbk menunjukkan tantangan yang lebih
kompleks. Kejahatan di sektor keuangan, terutama di pasar modal, tidak selalu mudah teridentifikasi. Manipulasi
laporan keuangan, penyembunyian informasi material, hingga pengakuan pendapatan yang tidak sesuai standar
akuntansi merupakan praktik yang dapat merugikan investor dalam jumlah besar. Dari kasus tersebut, dapat
dipahami bahwa OJK harus memiliki kemampuan investigatif yang kuat, mengingat modus pelanggaran keuangan
modern cenderung dilakukan melalui rekayasa laporan finansial yang rumit. Keterlibatan direksi dalam proses
penyembunyian informasi menunjukkan bahwa tindak pidana di sektor keuangan sering dilakukan secara sistematis
dan memerlukan bukti audit yang mendalam.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa perluasan kewenangan OJK melalui UU P2SK sangat relevan dalam
menghadapi kasus-kasus seperti ini. Dengan adanya kewenangan melakukan penggeledahan, penyitaan,
pemblokiran rekening, hingga pengumpulan data elektronik, OJK memiliki instrumen yang lebih kuat untuk
mengungkap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kejahatan seperti insider trading, manipulasi pasar, dan
pencucian uang memerlukan pendekatan investigatif yang tidak hanya administratif, tetapi juga kriminalistik.
Selain itu, pembahasan dalam dokumen memperlihatkan bahwa kasus-kasus pelanggaran di sektor jasa keuangan
sering terjadi karena lemahnya transparansi perusahaan, rendahnya kualitas laporan keuangan, serta kurangnya
edukasi investor. Pada kasus PT Hanson Internasional, investor tertipu karena laporan keuangan menunjukkan
pendapatan yang meningkat tajam, padahal peningkatan tersebut berasal dari transaksi yang tidak diungkapkan.
Hal ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan masyarakat berperan penting dalam mencegah kerugian.
Pembahasan ini menekankan kebutuhan kolaborasi OJK dengan auditor, media, dan lembaga edukasi untuk
memperkuat pemahaman masyarakat.

Dari sisi pengawasan, pembahasan juga menyoroti bahwa OJK harus menghadapi tantangan baru seiring
berkembangnya produk keuangan modern. Industri fintech, peer-to-peer lending, dan instrumen digital lainnya
membuka peluang munculnya bentuk penipuan baru. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, penyempurnaan
regulasi, dan adaptasi terhadap teknologi menjadi elemen penting dalam mencegah kasus serupa di masa
mendatang. Pembahasan menunjukkan bahwa kasus-kasus dalam dokumen menjadi pelajaran penting mengenai
pentingnya deteksi dini, pengawasan terintegrasi, serta penegakan hukum yang tidak hanya bersifat administratif
tetapi juga pidana.

Secara keseluruhan, pembahasan dalam dokumen menggambarkan bahwa peran OJK dalam menangani kasus
perdata dan pidana sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Keberhasilan OJK dalam
melakukan pengawasan, investigasi, dan penegakan sanksi menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam mencegah
kerugian masyarakat dan menjaga keadilan dalam transaksi keuangan.

Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga independen yang mengawasi, mengatur, dan menyelidiki
seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK dihadapkan pada berbagai kasus
perdata dan pidana, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak berbeda.
1. Kasus Perdata
Kasus ini umumnya melibatkan sengketa antara OJK, entitas yang diawasi, atau antar-entitas dalam industri jasa
keuangan. Contohnya mencakup:
e  Gugatan atas keputusan sanksi yang dianggap tidak adil
e Pengawasan yang dianggap lalai oleh pihak yang merasa dirugikan.
e Sengketa terkait rekomendasi dan izin usaha.
Dalam beberapa kasus, OJK juga terlibat dalam penyelesaian masalah yang muncul akibat pencabutan izin usaha

entitas keuangan yang bermasalah.
2. Kasus Pidana:
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OJK berperan dalam pengawasan dan pelaporan berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan, seperti:

e  Penipuan dan penggelapan dana oleh pelaku dalam lembaga keuangan.

e  Manipulasi pasar modal, seperti insider trading atau skema Ponzi.

e Pencucian uang, bekerja sama dengan PPATK untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas

mencurigakan.
Contoh kasus signifikan adalah investasi bodong oleh PT Hanson International Tbk yang melibatkan manipulasi
laporan keuangan untuk menipu investor.

Peran OJK dalam menangani kasus perdata dan pidana menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat, edukasi
konsumen, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan dan stabilitas sektor jasa
keuangan.

Saran
1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan

HukumOJK perlu terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, khususnya dalam
menghadapi berkembangnya sektor fintech dan produk keuangan digital yang sering kali melibatkan risiko
tinggi. Pengawasan yang lebih ketat akan membantu mencegah terjadinya penipuan atau investasi bodong
yang merugikan masyarakat.

2. Edukasi dan Literasi Keuangan

Mengingat banyaknya konsumen yang belum sepenuhnya memahami produk keuangan, OJK harus lebih gencar
melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka serta risiko yang mungkin timbul dalam transaksi
keuangan.

3. Penyempurnaan Regulasi

OJK harus terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang mengatur sektor jasa keuangan untuk
menanggulangi perkembangan teknologi dan potensi risiko baru yang mungkin muncul. Regulasi yang
adaptif akan memastikan sektor jasa keuangan tetap aman dan terhindar dari praktik ilegal yang merugikan
konsumen.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

OJK perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK,
dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan sektor keuangan. Kolaborasi yang lebih intensif akan
memastikan proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan mempercepat penyelesaian kasus yang
melibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

33


https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi

Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 1 No. 2, PP 18-29 2023

ISSN XXXX-XXXX (Print) | E-ISSN XXXX-XXXX
Hompage: https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi

DAFTAR PUSTAKA
FAQ Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan .

Hadi, F. I. (2021). Analisis Kasus Pelanggaran Pasar Modal Oleh Pt Hanson Internasional Tbk.

Mertokusumo, R. S. (2003). Mengenal hukum: suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

OJK Bekukan PT Sejahtera Pertama Multifinance karena Langgar Aturan Perizinan Perusahaan Pembiayaan.

(2018, November 14). Otoritas Jasa Keuangan.

OJK Tetapkan Sanksi Administratif terhadap PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro, Adnan

Tabrani, dan Sherly Jokom. (2019, Agustus 8). Otoritas Jasa Keuangan .

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. (2023, Agustus). Otoritas Jasa Keuangan.

Rahayu, I. R. (2023, Februari 5). Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana

di Sektor Jasa Keuangan. Kompas, pp. 1-2.

Esa Setiana, et al, 2025. Pengantar Bisnis ; Tantang dan Peluang di Era Revolusi Industri. CV.larispa
https://wwwe.larispa.co.id/segera-terbit-pengantar-bisnis/

Hilma Harmen, M Rizal, 2016 Hukum Bisnis, Medan: Unimed

https://www.researchgate.net/publication/389041637 Hukum Bisnis

Muhammad Rizal dan Hawari Hasibuan 2025, Regulasi bisnis di Indonesia, CV.

https://www larispa.co.id/segera-terbit-regulasi-bisnis-di-indonesia/

34

Press

Larispa


https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=LvcepsAAAAAJ&sortby=pubdate&authuser=4&citation_for_view=LvcepsAAAAAJ:0izLItjtcgwC
https://www.larispa.co.id/segera-terbit-pengantar-bisnis/
https://scholar.google.com/scholar?cluster=3621030252176636669&hl=en&oi=scholarr
https://www.researchgate.net/publication/389041637_Hukum_Bisnis

